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NAMA SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG
MILIK NEGARA (BMN) BERUPA ASET
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang )
Pengelolaan BMN/Daerah; 1. Mampu mengoperasikan komputer

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang |2 Memahami tentang manajemen aset
Penatausahaan Barang Milik Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.06/2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan |3 Memahami tugas dan fungsi sebagai pengelola BMN
Penggunaan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan No. 80 Tahun 2024 Tentang Tata . )
Cara Penggunaan Anggaran dan Aset Masa Transisi: 4. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai BMN

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2024 Tentang Tata ) )
Cara Penggunaan Barang Milik Negara; 5. Memahami mekanisme perolehan BMN dan penggunaannya

6. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, 6. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SAKTI dan SIMAN V2
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor
198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum

8. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor
1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada
Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada
Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang
Milik Negara Komisi Pemilihan Umum

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 1. Komputer/Printer/Scanner

2. SOP Lelang Barang Milik Negara (BMN) Berupa Aset 2. Jaringan Internet

3. SOP Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) 3. Dokumen Perolehan BMN

4. Alat Tulis Kantor
5. Aplikasi Pengelolaan BMN (SIMAN V2)

6. Disposisi
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy ) dan naskah asli elektronik

pengelolaan barang milik negara tidak berjalan dengan baik (softcopy ) berupa file Microsoft Word dan Excel serta pdf hasil scan
dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi
sesuai peraturan vang berlaku
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PENGESAHAN

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur
organisasi yang telah ditetapkan.

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Prosedur Standar Operasional ini.

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur

Standar Operasional ini batal seluruhnya.
. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mataram
Pada tanggal 2 Februari 2026

{ “{ﬁr
e .-“'-:‘2!\5{

ETARE




